PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG KANTOR KAS & RUANG ATM
ANTARA
RSUD Dr, R, SOETIJONO BLORA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
KANTOR CABANG BLORA
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Nomor = HHS/I\AT7.1 /2020
Nomor v 2781/HT.01.04/016/2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh
( 23.11.2020 ), bertempat di Blora, Kabupaten Blora kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
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Dr, Nugroho Adiwarso, Sp.OG, selaku Pemimpin Pengelola Badan Layanan Umum
Daerah pada RSUD Dr. R. Soetijono Blora, yang beralamat di Jalan Dr.Sutomo
No. 42 Blora, Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora
Nomor : 821.2/.247/2012, tentang Pengangkatan Saudara Dr, Nugroho Adiwarso,
Sp.OG sebagai Pemimpin Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD
Dr. R. Soetijono Blora, Kabupaten Blora yang ditetapkan di Blora pada tanggal 12
April 2012, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Taufiq Zuliatmoko, Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Cabang Blora, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
tanggal 12 Agustus 1999, Nomor : 83 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih
Soegiarto, SH, notaris di Semarang dan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Nomor : 1 tanggal 01 Mei 1999, diumumkan dalam Berita
Negara Rebuplik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor : 50, Tambahan Nomor :
3762 tahun 1999, telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta
Nomor : 35 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Subiyanto Putro,
S.H.,, MKn, Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0376942 tanggal 20
Desember 2019 dan karenanya berwenang bertindak untuk atas nama PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan dan berkantor pusat di
Semarang, dengan alamat Jalan Pemuda No. 142 Semarang, untuk selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengadakan Perpanjangan Perjanjian Sewa
Menyewa lokasi ruang Kantor Kas dan ruang ATM PIHAK KEDUA di halaman /
lahan PIHAK PERTAMA, dengan syarat — syarat / ketentuan — ketentuan sebagai
berikut :
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Pasal 1
LOKASI DAN FASILITAS

PIHAK PERTAMA menyewakan lahan dengan ukuran +- ( 6m x 3m = 18m2 ) untuk
Kantor Kas dan +- ( 2,75m x 1m = 2,75m2 ) untuk ATM, yaitu merupakan bagian
dari halaman RSUD Dr. R. Soetijono Blora yang dipergunakan ruangan Kantor Kas
dan ruangan ATM PIHAK KEDUA, yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 42
Blora, Kabupaten Blora, dengan fasilitas dari PIHAK PERTAMA berupa :

1.

2

Lokasi untuk pemasangan signpole Kantor Kas & ATM Bank Jateng di Jalan Dr.
Sutomo No. 42 Blora, Kabupaten Blora.

Lokasi pemasangan V- SAT sebanyak 1 ( satu ) titik.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

. Perpanjangan Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga )

tahun terhitung mulai tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24
November 2023,

Jangka waktu sewa menyewa sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini dapat
diperpanjang atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa
PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis dan diterima oleh
PIHAK PERTAMA selambat — lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum perjanjian ini
berakhir,

PIHAK KEDUA akan mendapatkan prioritas pertama dalam hal PIHAK KEDUA
berkemnginan untuk menyewa kembali ruangan untuk periode berikutnya,

Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang jangka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan kesempatan
kepada PIHAK KEDUA untuk mengosongkan ruangan Kantor Kas beserta
perangkat ATM dalam jangka waktu minimal 1 ( satu ) bulan setelah jangka
waktu sewa berakhir, tanpa mengenakan biaya apapun terhadap PIHAK KEDUA.

Pasal 3
BIAYA SEWA DAN CARA PEMBAYARANNYA

Biaya sewa ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ) per tahun
atau sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) masa sewa 3 ( tiga ) tahun
untuk ruang Kantor Kas, harga sewa ini tidak termasuk pajak Penghasilan ( PPh )
sebesar 10% yang menjadi beban PIHAK KEDUA.

Biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) per tahun atau sebesar Rp.
15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) masa sewa 3 ( tiga ) tahun untuk ruang
ATM, harga sewa ini tidak termasuk pajak Penghasilan ( PPh ) sebesar 10% yang
menjadi beban PIHAK KEDUA.
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3. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran biaya sewa kepada PIHAK
PERTAMA dengan cara mentransfer atau pemindah bukuan ke rekening PIHAK
PERTAMA yang berada pada Bank Jateng Cabang Blora, rekening nomor
2.016.11477 2 atas nama Bendahara Penerimaan RSUD Dr. R. Soetijono Blora.

4. Biaya sewa dibayar sekaligus lunas dimuka oleh PTHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA setelah kedua belas pihak melakukan penandatanganan, pembayaran
dianggap sah apabila telah dibukukan kedalam rekening PIHAK PERTAMA.
Untuk penerimaan uang sewa tersebut PIHAK PERTAMA akan memberikan
tanda terima pembayaran yang sah ( kwitansi ) bermeterai cukup kepada PTHAK
KEDUA,

Pasal 4
TUJUAN DAN PENGGUNAAN
PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruangan sewa ini untuk menempatkan
kelengkapan Kantor Kas dan mesin ATM Bank Jateng dan perlengkapannya, segala
sesuatu mengenai pemasangan dan penggunaan mesin ATM oleh PIHAK KEDUA
G maupun oleh nasabah menjadi tan ggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 5
JAMINAN DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam perjanjian sewa menyewa ini jaminan dan kewajiban PIHAK PERTAMA

kepada PIHAK KEDUA adalah -

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa bangunan Kantor Kas dan ruang ATM yang
berlokasi dimaksud pasal 1 berhak digunakan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama masa sewa berlangsung, PIHAK

KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dan / atau gangguan, dari pihak lain yang
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau furut mempunyai hak atas
penghunian dan / atau hak apapun juga atas ruangan / bangunan lokasi yang
disewakan tersebut dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dengan ini
membebaskan PTHAK KEDUA dari segala tuntutan dan / atau gangguan
dimaksud.

3. PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA untuk menggunakan lokasi
yang telah disediakan untuk ATM Bank J. ateng yang beroperasi 24 jam setiap hari,
oleh karenanya PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA untuk

L/ " melakukan pengelolaan ATM yang meliputi proses replenishment, service /

pemeliharaan, perbaikan ATM dan kebersihan ruangan ATM, baik oleh petugas
Bank Jateng atau rekanan resmi yang ditunjuk oleh Bank Jateng Cabang Blora
atas biaya PIHAK KEDUA.
Pasal 6
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam perjanjian sewa menyewa ini kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA adalah :

I. PIHAK KEDUA wajib memelihara ruangan / bangunan lokasi yang disewa
dengan sebaik — baiknya dan atas biaya sendiri memperbaiki segala kerusakan
ringan yang menurut ketentuan dan kebiasaan menjadi tanggungan pihak
penyewa,
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2. Pada saat berakhirnya jangka waktu sewa PITHAK KEDUA wajib mengembalikan
dan menyerahkan ruangan / bangunan lokasi sewa sesuai kondisi terakhir saat
berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa ini.

3. Biaya pemasangan sambungan listrik dan biaya tagihan rekening listrik untuk
ruangan Kantor Kas, ATM, AC, penerangan ruang ATM dan Neon Box menjadi
kewajiban PIHAK KEDUA. ,

Pasal 7
ASURANSI

PIHAK KEDUA berkewajiban menutup asuransi kebakaran, kehilangan dan
kerusakan atas barang - barang milik sendiri, baik yang ada dalam ruangan /
bangunan yang disewa maupun yang ada diluar bangunan yang disewa terhadap
bahaya kebakaran, kebanjiran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas
biaya PIHAK KEDUA.
Pasal 8
BERAKHIRNYA MASA SEWA MENYEWA

1. Dalam hal berakhimya masa sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pasal 2
diatas dimana PTHAK KEDUA tidak ingin memperpanjang masa sewa atau dalam
hal ini kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat atas syarat — syarat dan

* ketentuan untuk memperpanjang masa sewa, maka perjanjian sewa menyewa ini
dapat diakhiri sampai dengan batas akhir masa sewanya, dan PIHAK KEDUA
diberi kesempatan untuk mengambil kembali semua sarana dan mesin ATM yang
berada didalam ruang Kantor Kas dan ruang ATM yang merupakan hak milik
PIHAK KEDUA.

2. Bila PIHAK PERTAMA bermaksud mengakhiri masa sewa sebelum berakhir
masa sewanya dan dengan alasan yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA,
maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang sewa setelah dikurangi
biaya sewa yang telah berjalan kepada PIHAK KEDUA yang besarnya akan
dibicarakan dan dihitung bersama — sama antara Pihak Pertama dengan PTHAK
KEDUA.

3. Bila PIHAK KEDUA bermaksud mengakhiri masa sewa sebelum berakhir masa
sewanya dan dengan alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA tidak berhak meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi peristiwa keadaan diluar kekuasaan masing — masing pihak yang dapat
menyebabkan kedua belak pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan
perjanjian ini, antara lain bencana alam ( gempa bumi, angin topan, banjir dan tanah
longsor ), perang, huru — hara, serta peristiwa atau kondisi diluar kekuasaan masing —
masing pihak untuk mengendalikannya, maka kedua belah pihak dibebaskan dari
segala kewajiban atau tuntutan satu dengan yang lainnya.




. Yang dimaksud dengan PIHAK KEDUA adalah

Pasal 10
PENYELESAIAN SENGKETA

. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atay

perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mencapai mufakat,

Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah

- pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor

Pengadilan setempat.

Pasal 11
ALAMAT KORESPONDENSI

- Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak

kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila
tanda penerima yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap
pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : RSUD Dr, R. Soetijono Blora
J1. Dr. Sutomo No. 42 Blora
Telepon (0296 ) 531118 fax (0296 ) 531504

PIHAKKEDUA  : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora
J1. Pemuda No. 57 Blora

Telepon (0296 ) 531353 fax ( 0296 ) 531353

Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum pindah
alamat.

Dalam perjanjian ini, jika disebut PTHAK PERTAMA, yang dimaksud adalah
pemiliknya sendiri, atau penggantinya, atau kuasanya, atau orang lain / pihak yang
ditunjuk oleh pemilik lokasi,

penyewa sendiri, atau orang atau
pihak lain, atau kuasa yang ditunjuk penyewa atau penyewa kedua yang sah
( diijinkan oleh pemilik lokasi ).

Pasal 12
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

. Perjanjian sewa menyewa ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di

Indonesia dan harus diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia.

2. Perjan '.én .........
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Perjanjian  sewa menyewa ini  dibuat
korespondensi selanjutn
dalam Bahasa Indonesia.

Jika perjanjian sewa menyewa ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Asing, dan

terjadi perbedaan pengertian teks den gan terjemahannya dalam Bahasa Asing, teks
atau arti dalam Bahasa Indonesia yang berlaku,

dalam Bahasa Indonesia, semua
ya yang berhubungan dengan perjanjian ini dilakukan

Pasal 13
KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal — hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini akan
ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan
dituangkan dalam suatu Addenduin perjanjian yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance/GCG, PIHAK PERTAMA
dengan ini menyatakan tanpa dapat dibatalkan, dicabut kembali atau diubah
dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun, bahwa PITHAK PERTAMA
tidak perah dan / atau tidak akan pernah memberikan dan / atau janji baik secara
langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada Komisaris,
Direksi dan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah antara lain
tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak ( berupa benda
bertubuh maupun tidak bertubuh ) / atau tidak bergerak, hak — hak, fasilitas —
fasilitas dan atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti
seluas ~ luasnya, yang menguntungkan dan / atau dapat diduga secara langsung
atau tidak langsung, berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa antara PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan PIHAK PERTAMA.

Demikian Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan

dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam ran.

gkap 2 ( dua ) masing — masing

bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
. SOETIJONO BLORA PT BAN

" TAUFIO ZULIATMOKO

“NIP- 19660101 199509 1 001 Pemimpin
DES!th
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PERJANJIAN KERJABAMA
ANTARA
PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA
DENGAN
RUMAH SAKIT DR.R.SOETIJONO KABUPATEN BLORA
TENTANG
PELAYANAN KANTOR KAS
Nomeor ! OIIISPK-DEIBPR[V'I{zOQZ
Nomor : 495/\ 1. L8, LY .22z,

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua
puluh dua di Kantor Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Blora Artha yang berkedudukan di Gedung Samin Surosentiko,
Jl.Pemuda No. 12 Blora Kabupaten Blora, antara PIHAK-PIHAK :

01.Tuan Arief Syamsuhuda, Sarjana Ekonomi. Magister Management
Direktur Utama Perumda BPR Bank Blora Artha, bertempat tinggal di
Blora, Dukuh Pojok Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan
Buluroto, Kecamatan Banjarejo dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor
3316113108700001 Warga Negara Indonesia.

Berkantor di Blora pada Gedung Samin Surosentiko, Jl.Pemuda No. 12
Blora Kabupaten Blora.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama
berdasarkan Keputusan Bupati Blora nomor 820 / 243 / 2020 untuk
selanjutnya dalam akad ini secara singkat disebut:

02.Tuan Dokter Puji Basuki, M.Kes dalam hal ini bertindak sebagai
Direktur Rumah Sakit Dr.R. Soetijono Blora yang beralamat di Jl. Dr.
Sutomo No. 42 Blora Kabupaten Blora untuk selanjutnya dalam
perjanjian kerjasama ini disebut:

PARA PIHAK dengan ini mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU telah menyetujui memberikan fasilitas jasa
Pelayanan Kantor Kas di Rumah Sakit Dr.R. Soetijono Blora;

2. Bahwa dalam surat persetujuan pemberian fasilitas jasa Pelayanan
Kantor Kas dimaksud, BANK mensyaratkan adanya aktivasi keuangan
nasabah di BANK;

3 Bahwa PIHAK KEDUA telah menyetujui syarat dimaksud dari PIHAK
KESATU;

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas BANK akan/telah
melakukan pembahasan teknis operasional jasa Pelayanan Kantor Kas
Rumah Sakit Dr.R. Scetijono Blora.
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Dengan mempertimbangkan hal-hal tresebut di atas, maka masing-masing
PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk
mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KANTOR KAS RUMAH
SAKIT DR. R. SOETIJONO BLORA, yang dalam perjanjian ini disebut

“PERJANJIAN KERJASAMA”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Jasa Pelfayanan Kantor Kas Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora adalah
berupa jasa pelayanan penerimaan setoran dan penarikan tabungan
maupun deposito serta aktivitas pembayaran kredit baik itu dari
karyawan rumah sakit ataupun nasabah lainnya dengan membuka

Kantor Kas di Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora pada lokasi kerja yang
telah ditentukan;

2. Lokasi kerja adalah tempat usaha yang berbentuk Kantor Kas Perumda
BPR Bank Blora Artha yang menempati lokasi di Rumah Sakit Dr. R.
Soetijono Blora;

3. Kantor Kas dimaksud adalah kegiatan pelayanan pembayaran dan
penerimaan setoran melalui kerjasama antara Perumda BPR Bank Blora
Artha dengan pihak lain dalam hal ini adalah Rumah Sakit Dr. R.
Soetijono Blora;

4. Lokasi kerja yang ditentukan dalam kegiatan Pelayanan Kantor Kas
adalah di area wilayah Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora;

5. Team Kkerja adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BANK yang
merupakan personil yang ditunjuk dan disediakan untuk melaksanakan
tugas operasional Jasa Pelayanan Kantor Kas;

6. Personil tersebut adalah petugas Kepala Kantor Kas/Teller/ Kasir yang
cakap dan mampu berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang
dilengkapi dengan surat penugasan dari BANK dengan sepengetahuan
dan persetujuan dari PIHAK KEDUA,

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

BANK dalam perjanjian ini memberikan Jasa Pelayanan dalam bex}tuk
Kantor Kas pada lokasi kerja PIHAK KEDUA dimana BANK merqberﬂan
jasa/aktivitas baik setoran dan penarikan tabungan maupun deposito serta
pembayaran kredit dengan memberikan bukti pembayaran berupa




kuitansi/slip dari BANK dengan stempel dan tanda tangan verifikasi pejabat
BANK,

PASAL 3
SIFAT HUBUNGAN KERJA

Dalam perjanjian ini BANK dan NASABAH mengetahui dan menyepakati
bahwa perjanjian ini bersifat sementara dan periodik, dalam arti setiap
akhir masa berlaku perjanjian ini dapat diperpanjang ataupun diputuskan
hubungan kerja sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

C 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 bulan, terhitung mulai
tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 01 Juli 2024;

2. Jangka waktu dimaksud ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan
kebutuhan dan kerjasama usaha dapat diperpanjang atas kesepakatan
Para Pihak yang dituangkan dalam Amandemen/ Side Letter yang
disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada BANK dengan pemberitahuan 1
(satu) bulan secara tertulis sebelum jatuh tempo.

PASAL 5
JAM KERJA

Untuk pelaksanaan jam kerja Bank diatur sebagai berikut:

Senin s/d Jum’at : 08.00 WIB s/d 13.30 WIB

PASAL 6
TATA CARA JASA PELAYANAN

BANK dan PIHAK KEDUA meyepakati bahwa dalam teknis operasional jasa
pelayanan mengikuti prosedur minimal sebagai berikut :

a. BANK melakukan jasa pelayanan dengan menggunakan team Kkerja
untuk lokasi yang telah disepakati dalam perjanjian ini;

b. Team kerja BANK harus sesuai dengan surat tugas yang dibuat oleh
BANK dan diberikan kepada PIHAK KEDUA, apabila ada pergantian
harus ada Surat Pemberitahuan secara tertulis disertai surat tugas
yang telah disetujui oleh atasannya;
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. Team kerja BANK menyiapkan bukti setor

3AN] an atau penarikannasabah
yang telah diperiksa dan ditanda tangani oleh petugas BANK dengan

menyantumkan nomor rekening dan nama pemilik rekening sesuai
waktu dan tanggal pada saat pembayaran; ¢

Dalam hal proses setoran maupun penarikan dari nasabah kepada
BANK kelengkapan dan risiko perhitungan uang setoran menjadi
tanggung jawab PIHAK KESATU;

PASAL 7
KEWAJIBAN DAN HAK

Untuk memenuhi ketentuan - ketentuan perjanjian ini, PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:

1. Kewajiban PIHAK KESATU :
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a. Menerima setoran dan penarikan tabungan maupun deposito serta
aktivitas pembayaran kredit dari nasabah baik itu dari karyawan
Rumah Sakit Dr.R.Soetijono Blora maupun dari nasabah lainnya
dilokasi kerja yang telah ditentukan;

b. Memberikan jaminan jasa Pelayanan Kantor Kasyang bertanggung
jawab, profesional dan tepat waktu;

c. Membekali team kerja dengan surat tugas yang permanen dan

memberikan atribut serta mengenakan identitas perusahaan
PIHAK KESATU;

d. Melakukan pemberitahuan dan laporan secara tertulis apabila
terjadi penggantian personil team kerja Bank dikarenakan cuti,
mutasi dan atau dikarenakan berhalangan, sekurang-kurangnya
satu hari sebelum waktu pelaksanaan pelayanan.

Hak PIHAK KESATU :

a. Menolak jasa pelayanan diluar jam kerja yang telah disepakati;

b. Menentukan personil dan team kerja PIHAK KESATU yang akan
melaksanakan tugas jasa pelayanan Kantor Kas Rumah Sakit;

c. Memperoleh lokasi untuk kantor Jasa Pelayanan Kantor Kas di
Lokasi kerja Nasabah,;

d. Menolak uang pembayaran dari nasabah yang diindikasikan palsu
atau tidak berlaku sesuai Surat Edaran dari Bank Indonesia.
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3. Kewajiban PIHAK KEDUA :

Menyediakan tempat untuk operasional PIHAK KESATU didaerah
lokasi kerja PIHAK KEDUA;

4. Hak PIHAK KEDUA :

Mendapatkan pelayanan untuk setoran dan penarikan tabungan
maupun deposito serta aktivitas pembayaran kredit dari PIHAK

KESATU dikarenakan lokasi kerja berada di lingkungan PIHAK
KEDUA;

PASAL 8
LARANGAN-LARANGAN

Selain kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud pasal 7 perjanjian
ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA juga menyetujui dan mentaati
larangan tersebut dibawah ini :

1. Masing-masing PIHAK dilarang menyampaikan informasi berkaitan
dengan pokok tugas atau rahasia yang menjadi bagian dari

perjanjian ini kepada PIHAK diluar PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA;

2. Masing-masing PIHAK dilarang memperkerjakan tenaga yang
melakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan
dan atau merusak citra PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9
SANKSI

1. Hubungan kerja menurut perjanjian ini setiap saat dapat dihentikan
secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA apabila
salah satu PIHAK melakukan salah satu pelanggaran tersebut di
bawah ini :

a. Tidak melakukan perjanjian ini sebagaimana mestinya;

b. Dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
‘sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan pasal 7 perjanjian ini;

c. Mencemarkan nama baik atau citra masing-masing PIHAK.

2. Bagi PIHAK yang ingin mengakhiri perjanjian ini, harus terlebih

dahulu memberitahukan maksudnya kepada PIHAK yang lain
secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari.
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PABAL 10
BIAYA SEWA

PIHAK KESATU memberikan jasa sewa penggunaan tempat yang
representatif  kepada PIHAK  KEDUA sehesar Rp. 4,000,000,
/pertahun,- (empat juta rupiah pertahun) dan dibayarkan 2 (dua) ka’li
netinp enam bulan sekali (Desember dan Juni) sesuai kesepakatan
melalui Bendahara Penerimaan RSUD dr,R.Soetijono Blora.

PASAL 11
TANGGUNG JAWAB

Hal-hal yang menyangkut kelalaian dalam melakukan Jasa Pelayanan
Kantor Kas setelah penerimaan setoran dan penarikan dari nasabah
atau setelah diterimanya bukti yang sah atas setoran tunai
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU,

PABAL 12
PERBEDAAN-PERBEDAAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap setiap pasal demi
pasal dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah mufakat (damai).

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau
dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, PARA
PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara
musyawarah;

Bilamana upaya dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata
sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul kepada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Blora.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud force majeure adalah keadaan-keadaan l_uar biasa
sebagai berikut @ gempa bumi, tanah longsor, angin topan,
kebakaran, pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan dan
sebab-sebab lain diluar kekuasaan PARA PIHAK;

Dalam hal force majeure yang dim_aksud dalam pasal ini, masing-
masing PIHAK yang mengalami hal tersebut harus segera
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memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian.

PASAL 16
LAIN-LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku
serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan mereka
yang memperoleh keuntungan dari padanya;

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan
diselesaikan melalui musyawarah antara PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Amandemen atau Addendum yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- 3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama
L bunyinya dibubuhi materai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap

perusahaan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat sesuai dengan jangka waktu dan tempat
yang telah tersebut diatas dan dengan penuh itikad baik untuk
dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Disetujui, disepakati dan ditandatangani oleh :

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SA Dr.R.SOETIJONO
‘BPR BANK BLORA ARTHA '
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